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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perubahan arus global yang didasari dengan kemajuan teknologi membuat 

segala aspek ikut terkena dampak. Canggihnya teknologi membuat dunia menghadapi 

era revolusi industry 4.0 yang mengedepankan pola digital economy, robotic, big data, 

intelligence membentuk fenomena disruptive innovation. Manusia yang hidup 

berdampingan dengan teknologi dituntut untuk membuat suatu pola untuk dapat 

bertahan dengan gelombang globalisasi yang dalam hal ini, menjadikan masyarakat 

memiliki masalah yang kompleks. Transisi mendasar yang terjadi pada setiap aspek 

kehidupan membuat masyarakat memiliki cara pemenuhan kebutuhan yang berbeda 

sehingga, mensyaratkan masyarakat mendapat hak warga negara yang optimal. 

Pelayanan publik menjadi hakikat hubungan fundamental antara negara dan 

masyarakat yang menjadikan pelayanan prima yang berkualitas sebagai hasil akhir 

dari pelaksanaan pelayanan publik. Keterbukaan informasi tentang pelayanan publik 

dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan 

birokrasi yang menetapkan baik tidaknya pelayanan publik yang dilaksanakan. Atensi 

organisasi publik untuk menciptakan pelayanan prima yang berkualitas, menjadikan 

lembaga birokrasi memiliki lingkungan tersendiri untuk terselenggaranya pelayanan 

publik yang optimal sehingga dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat. 

Pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas masih dikatakan jauh dari kata 

ideal direalisasikan di Indonesia, banyak pemenuhan pelayanan publik yang belum 

terlaksana sehingga adanya tuntutan agar pemenuhan pelayanan publik bisa dicapai. 
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Sarana untuk pemenuhan dan percepatan pelayanan publik ialah inovasi. Definisi 

inovasi oleh Rogers disebut “in innovation is an idea, practice, or object, that is 

perceive” inovasi merupakan sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh 

individu (Abadi, 2018)Kehadiran inovasi menjadi produk baru dan memiliki sifat 

menggantikan corak yang lama, artinya memiliki keterbaruan dalam pelayanaan 

publik. (Muharam dkk., 2019) 

Inovasi digunakan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik 

maka, KemenPan-RB membuat semboyan “One Agency, One Innovation” yang 

merupakan gerakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang dilakukan di 

lingkungan kementrian/Lembaga dan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). 

Gerakan ini dijalankan atas dasar kebijakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN-

RB Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan 

Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Derah, BUMN dan BUMD. Sehingga, 

diharapkan dapat memacu organisasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada publik. 

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) berjalan sejak tahun 2014, yang 

dilaksanakan setiap tahun secara konsisten dan berkelanjutan guna membuktikan 

bahwa inovasi merupakan salah satu jalur untuk percepatan peningkatan kualitas 

pelayanan publik. Program ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri 

PAN-RB tiap tahunnya yang dijadikan pedoman pelaksanaan kompetisi inovasi 

pelayanan publik untuk tahun berikutnya seperti, S.E. Menteri PAN-RB Nomor 15 

Tahun 2015 sebagai dasar hukum kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2016, dan 

S.E. Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2016 sebagai dasar hukum kompetisi inovasi 
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pelayanan publik tahun 2017. 

Kementrian PAN-RB bekerja sama dengan beberapa pihak untuk melaksanakan 

program KIPP salah satunya, Provinsi Sumatera Selatan yang telah menjadi Hub JIPP 

(Jaringan Inovasi Pelayanan Publik) sejak Tahun 2018. Hub JIPP merupakan platform 

yang digunakan untuk pembinaan inovasi pelayanan publik sebagai upaya 

transformasi pelayanan sesuai yang diharapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 

(HUMAS MENPANRB, 2020). Pelaksanaan program KIPP di Sumatera Selatan telah 

dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 namun, dalam rentang waktu 

tersebut masih banyak OPD yang tidak berpartisipasi dalam program KemenPan-Rb 

sebagaimana ditunjukan gambar 1 berikut.  

Gambar 1 Jumlah OPD yang mengikuti program Kompetisi Inovasi Pelayanan 

Publik di Sumatera Selatan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2023 

Menurut data yang dihimpun dari Biro Organisasi, Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) di Sumatera Selatan berjumlah 66 lembaga namun, terlihat perbedaan yang 

signifikan dari jumlah partisipan yang mengikuti program ini yang ditunjukkan oleh 

gambar 1. Rendahnya tingkat partisipasi OPD  untuk ikut program ini menggambarkan 

program yang dilaksanakan belum berlangsung secara maksimal, yang semestinya 

program ini dapat membantu percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai 

tujuan PermenPan-Rb No 7 Tahun 2021. Rendahnya angka partisipasi yang 
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ditunjukkan tidak menutupi bahwa terdapat  empat inovasi di tahun 2020 meraih Top 

Inovasi pada program KIPP. Empat inovasi tersebut yakni, Gerakan Bersama 

Penyandang Disabilitas (Gema Daya Pentas OKU), Siaga Urusan Penting 

Kependudukan melalui aplikasi sampai Selesai (Sagarurung Keli Selai), Jemput Bola, 

Rekam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Langsung Cetak di Tempat (Jam Kunci), 

serta Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah melalui sekolah anak jalanan dan 

anak putus sekolah Kota Palembang (Poltabes) (Humas MENPANRB, 2020). 

Program ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak namun, memerlukan 

lembaga lain untuk melaksankannya agar tujuan program ini dapat terwujud. 

Kementerian Pan-Rb berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan untuk mendukung pelaksanaan program KIPP khususnya Biro Organisasi 

sebagai fasilitator yang mengkoordinir di Sumatera Selatan dan sebagai penyelenggara 

dalam menyeleksi inovasi yang bekerja sama dengan beberapa Dinas seperti, Dinas 

Kesehatan dan Dinas Pencatatan Sipil yang memonitoring inovasi di bidang kesehatan 

dan di bidang pendudukan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.  

Koordinasi dalam sebuah organisasi sangat penting dilakukan guna mencegah 

terjadinya kekeliruan, pertikaian dan kesamaan atau kekosongan pekerjaan (Hasibuan, 

2014). Pelaksanaan koordinasi menjadi subjek penting dalam melaksanakan program 

agar memberikan informasi ataupun pembelajaran kepada lembaga terkait untuk 

mengoptimalkan kapasitas sumber daya atau mengatasi kelemahan sistem yang ada. 

Konsep koordinasi oleh G.R Terry dalam Hasibuan (2014) mendefinisikan bahwa 

koordinasi sebagai keselarasan kegiatan dengan waktu yang tepat dan terarah agar 

menghasilkan tindakan yang seragam dan harmonis sesuai tujuan yang telah 

ditentukan (Febrian, & Yusran, 2021). Koordinasi merupakan kegiatan mengarahakan, 
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mengintegrasikan unsur-unsur manajemen pekerjaan para bawahan dalam mencapai 

tujuan organisasi (Hasibuan, 2014). 

Beberapa ahli sepakat bahwa koordinasi merupakan dasar dari manajemen yang 

bertujuan, menyelaraskan pekerjaan agar tidak terjadi kekacauan sehingga tercapai 

sasaran pekerjaan yang telah ditentukan. Koordinasi memiliki 2 tipe yaitu, Koordinasi 

Vertikal dan Koordinasi Horizontal (Hasibuan, 2014). Koordinasi Vertikal (vertical 

coordination) merupakan kegiatan penyatuan arahan yang dilakukan atasan kepada 

unit atau satuan kerja yang ada di bawah tanggung jawabnya. Koordinasi Horizontal 

(horizontal coordination) menyatukan kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang 

setingkat. Koordinasi melibatkan berbagai pihak yang memiliki karakteristik berbeda 

sehingga, membuat koordinasi memiliki sebuah sistem yang mengatur koordinasi 

yang disebut dengan mekanisme. Mekanisme koordinasi menjadi bagian yang 

terintegrasi di dalam kajian koordinasi itu sendiri hal ini dikarenakan, koordinasi tidak 

dapat dijabarkan tanpa mengetahui bagian-bagian apa saja yang ada di dalam 

koordinasi itu sendiri (Nomani dkk., 2020). Menurut Okhuysen and Bechky (2009) 

dalam (Davoudi & Johnson, 2022) coordination mechanisms are ‘the organizational 

arrangements that allow individuals to realize a collective performance’ yang berarti 

Mekanisme koordinasi adalah 'pengaturan organisasi yang memungkinkan individu 

untuk mewujudkan kinerja kolektif'. Koordinasi terdapat beberapa unsur mekanisme 

dasar yang perlu diperhatikan yaitu, Hirarki Manajemen, Peraturan dan Prosedur serta, 

Perencanaan dan Penetapan Tujuan (Stoner & Freeman, 1992). 

Mekanisme Program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Sumatera Selatan 

memiliki kriteria yang harus dipenuhi salah satunya yaitu, inovasi tersebut sudah 

berjalan minimal dua tahun untuk bisa ikut kompetisi tingkat nasional. Fakta di 
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lapangan bahwa dari 37 unit pelayanan publik di Sumatera Selatan yang mengikuti 

program KIPP tingkat Nasional hanya dua diantaranya yang lolos ke tahap 99 Top 

Inovasi sedangkan, 35 diantaranya hanya lolos pada tahap 200 Top Inovasi. Organisasi 

perangkat daerah atau unit pelayanan publik yang tidak lolos dikarenakan belum 

memenuhi syarat program KIPP yang dianggap terlalu berat sehingga sulit untuk 

berkomitmen mempertahakan inovasi dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, 

pergantian atasan juga berdampak kepada inovasi yang direplikasikan, karena inovasi 

harus menyesuaikan dengan atasan yang baru sehingga sistem inovasi tersebut dapat 

berubah. 

Koordinasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi kepada unit pelayanan publik 

salah satunya direalisasikan dalam kegiatan coaching. Kegiatan ini merupakan salah 

satu upaya Biro Organisasi untuk meningkatkan motivasi unit pelayanan publik 

namun, koordinasi yang dilakukan dalam kegiatan ini belum berjalan secara maksimal 

dikarenakan kurangnya komunikasi unit pelayanan publik dengan Biro Organisasi. 

informasi yang disampaikan terkait pelaksanaan coaching tidak ditangkap oleh seluruh 

unit pelayanan publik secara cepat dan tanggap. Keterbatasan informasi didasari 

karena wilayah unit pelayanan publik yang sulit dicapai internet seperti jauh dari 

daerah perkotaan. 

Keberhasilan pelaksanaan mekanisme koordinasi ditentukan oleh beberapa 

faktor yaitu, analisis faktor pendorong meliputi ketersediaan forum, transparansi 

keputusan, evaluasi kegiatan, dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan(Achyar & 

Vogt, 2015). Besar peluang koordinasi dapat tercapai apabila faktor pendorong 

keberhasilan dilaksanakan seutuhnya karena faktor tersebut dapat menyempurnakan 

kegiatan koordinasi.  
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Berbagai kajian Koordinasi lembaga telah dilakukan oleh para peneliti yang 

berfokus pada satu aspek misalnya, pada Aspek Mekanisme Koordinasi (Nomani 

Faisal dkk., 2020), (Davoudi & Johnson, 2022) (Febrian & Yusran, 2021)  Aspek pola 

koordinasi Setiawati, 2018) (Basnawi dkk., 2019) (Wahyuningsih, 2022) (Vira dkk., 

2020), Aspek unsur atau faktor koordinasi (Rizky dkk., 2022), (Audina dkk., 2019), 

(Safitri dkk., 2018). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut tidak mencakup 

aspek koordinasi secara utuh. Sementara itu, dalam penelitian ini berusaha mengkaji 

secara komprehensif tentang koordinasi pelaksanaan program secara vertikal dan 

horizontal, mekanisme dasar pengkoordinasian, serta faktor pendukung koordinasi 

dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan mengisi gap dari penelitian-penelitian  

terdahulu. 

Berdasarkan permasalahan pada koordinasi pelaksanaan Program Kompetisi 

Inovasi Pelayanan Publik di Biro Organisasi maka perlu dilakukan penelitian terkait 

”Koordinasi Pelaksanaan Program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Provinsi 

Sumatera Selatan” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai 

berikut : Bagaimana koordinasi pelaksanaan program kompetisi inovasi pelayanan 

publik di Provinsi Sumatera Selatan?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: Untuk mengetahui, mendiskripsikan, serta menganalisis koordinasi 

pelaksanaan program kompetisi inovasi pelayanan publik di Provinsi Sumatera 

Selatan. 



8 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya terdapat manfaat yang dapat diterima 

semua pihak yang terkait dengan tulisan ini. Adapun manfaat penelitian ini adalah :  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai Pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya terkait koordinasi 

dalam pelaksanaan program dan untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan menjadi masukan dan sumber informasi bagi Biro Organisasi Setda 

Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan koordinasi dalam program 

pengembangan inovasi pelayanan publik di Sumatera Selatan lebih maksimal. 
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